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ABSTRAK

Organisasi Kemasyarakatan atau disebut Ormas semakin banyak dan berkembang
dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
Dinamika perkembangan Ormas dan permasalahan Ormas yang mulai muncul
membuat pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang tentang ormas
yang baru disahkan pada tanggal 10 juli 2017 yang merubah sebagian pasal
undang-undang yang lama yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang
Ormas. Kehadiran perppu ini mengalami banyak penolakan dari Ormas di tingkat
nasional, baik sebelum maupun sesudah disahkannya undang-undang. Penolakan
timbul karena prosedur pembubaran Ormas secara langsung melalui menteri
hukum dan ham tanpa melalui proses peradilan dan hilangnya badan peradilan
sebagai ruang bagi ormas untuk membela diri. Perbedaan prosedur pembubaran
ormas antara UU nomor 17 tahun 2013 dan UU 16 tahun 2017 ini lah yang
menarik bagi penulis untuk diangkat kedalam jurnal ini. Bagi ormas yang telah
dibubarkan juga tidak dijelaskan upaya hukum nya di dalam undang-undang
ormas yang baru untuk melawan keputusan menteri hukum dan ham tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Kesimpulan yang dihasilkan adalah perbedaan prosedur pembubaran ormas antara
UU ormas lama dan UU adalah di UU lama pembubaran Ormas melalui badan
peradilan sedangkan di UU baru Ormas dibubarkan langsung melalui menteri
Hukum dan HAM . Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menggugat Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Peradilan Tata Usaha Negara

Kata kunci: prosedur pembubaran Ormas, upaya hukum ormas



ABSTRACT

Community Organizations or called “Ormas” growing more with the development
of life in society, nation, and state. The dynamics of the development and the
emerging of issues made the government to enact a law enforcement regulation
on community organizations newly enacted on 10 July 2017 that amended part of
the old law article, namely law number 17 of 2013 on Community Organizations.
The presence of this Law article experienced many rejection from Community
Organizations at the national level, both before and after the passing of the law.
Rejection arose because the procedure of dissolving CSOs directly through the
minister of law and human right without going through the process of justice and
the loss of the judicial body as a place for organizations to defend themselves. The
different procedure of dissolving communiy organizations between Law number
17 of 2013 and Law 16 of 2017 is interesting for the author to be appointed into
this research paper. For community organizations that have been dissolved also
not described the legal efforts in the new law article to fight the decisions of the
minister of law and the human right. The research method used is normative legal
research method. The result conclusion is the are differences of procedure of
dissolving community organizations between the old Law and the new law article.
The dissolution Act is in the old law of the Organization is through the judicial
body while in the new law are dissolved directly through the minister of Law and
Human Rights. The legal effort that can be done is to sue the Decree of the
Minister of Law and Human Rights to the State Administrative Court

Keyword: dissolution of community organizations, dissolution procedure of
community organisations, legal effort
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka
dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut
1. Dengan dihilangkannya badan peradilan di UU nomor 16 tahun 2017 akan
menimbulkan kesewenang-wenangan Menteri Hukum dan HAM dalam mencabut
status badan hukum Ormas secara sepihak. Kewenangan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah untuk membekukan ormas yang dipandang melakukan
perbuatan yang dituduhkan, harus berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh
dan dianggap sah. Prinsip due process of law yang menjadi ciri dari Negara
hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan, mengharuskan terbukanya
mekanisme bagi ormas yang dibekukan untuk menguji keputusan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberi kesempatan bagi ormas
untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pembekuan tersebut kepada
pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM ,dapat dilakukan
upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun ada asas contrario
actus, yakni pejabat yang mengeluarkan keputusan juga berwenang untuk
mencabut keputusannya tersebut. Menteri Hukum dan Ham adalah pejabat Tata
Usaha Negara (TUN). Setiap pejabat TUN ketika mengetahui keputusan TUN

yang diterbitkan bermasalah dapat memperbaiki atau membatalkan secara
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langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.
Jadi bagi Ormas yang telah dibubarkan pemerintah setelah keluarnya UU 16 tahun

2017 ini dapat memohon pencabutannya ke Pengadilan TUN.

4.2 Saran
Saran yang dapat penulis kemukakan setelah Kesimpulan di atas adalah:

1. Mengembalikan badan peradilan dalam UU Nomor 16 tahun 2017 dengan
mengajukan revisi UU ke DPR

2. Kementrian Hukum dan Ham diharapkan dalam mencabut status badan
hukum Ormas tetap memperhatikan bukti-bukti yang nyata tidak sekedar
sangkaan yang subyektif, demi tercapainya keadilan dan ketertiban di
dalam masyarakat.

3. Ormas-Ormas berbadan hukum yang sudah terbentuk ataupun yang
nantinya akan terbentuk agar dalam menjalankan kegiatannya tetap
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
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